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Kontrak atau akad merupakan elemen penting dalam praktik
ekonomi syariah yang berfungsi mengatur hubungan antara para
pihak dalam suatu transaksi. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap
kontrak harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang menekankan
transparansi dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis konsep serta penerapan prinsip transparansi dan
keadilan dalam kontrak ekonomi syariah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan library research dengan menelaah
berbagali literatur akademik yang relevan, seperti buku, artikel jurnal
ilmiah, serta kajian hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan
kontrak dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Data dianalisis
menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis konseptual dan
interpretatif terhadap berbagai pandangan para ahli serta konsep
normatif dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa transparansi dalam kontrak ekonomi syariah berfungsi untuk
memastikan keterbukaan informasi mengenai hak, kewajiban, objek
transaksi, serta mekanisme pelaksanaan akad sehingga dapat
mencegah praktik gharar dan ketidakpastian. Sementara itu, prinsip
keadilan menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak
serta perlindungan terhadap potensi eksploitasi dalam transaksi
ekonomi. Integrasi antara transparansi dan keadilan menjadi dasar
penting dalam menciptakan kontrak ekonomi yang etis,
meningkatkan kepercayaan dalam hubungan Dbisnis, serta
mendukung keberlanjutan sistem ekonomi syariah.
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Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan
yang signifikan di berbagai negara, baik di kawasan Timur Tengah, Asia, maupun negara-negara
Barat. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berkembang dalam sektor perbankan dan keuangan,
tetapi juga dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan kontrak bisnis.
Salah satu karakteristik utama dari sistem ekonomi syariah adalah penerapan prinsip-prinsip etika
dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip tersebut menjadi landasan fundamental yang
membedakan sistem ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung
berorientasi pada keuntungan semata. Dalam konteks ini, prinsip transparansi dan keadilan
menjadi dua aspek penting yang harus diwujudkan dalam setiap kontrak ekonomi syariah.
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Kontrak atau akad merupakan elemen fundamental dalam praktik ekonomi syariah. Dalam
perspektif hukum Islam, akad dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang
menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan serta mengikat para pihak
yang terlibat dalam transaksi (Abdullah et al., 2023; Satrio et al., 2020). Dalam praktik ekonomi
syariah, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara
para pihak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi
dilaksanakan secara adil, jelas, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena
itu, keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad dalam
fikih muamalah, tetapi juga oleh sejauh mana akad tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan,
keterbukaan, serta kemaslahatan sebagaimana tujuan utama magqgasid syariah dalam aktivitas
ekonomi.

Prinsip transparansi dalam ekonomi syariah berkaitan erat dengan kewajiban untuk
menyampaikan informasi yang jelas, jujur, dan terbuka dalam setiap transaksi. Transparansi
bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik gharar (ketidakjelasan), penipuan (tadlis), maupun
manipulasi informasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Supriadi & Ismawati,
2020; Wafa, 2019). Dalam konteks kontrak ekonomi syariah, transparansi menuntut adanya
keterbukaan mengenai hak dan kewajiban para pihak, objek transaksi, harga, risiko, serta
mekanisme pelaksanaan akad sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam perjanjian.
Dengan adanya transparansi, para pihak yang terlibat dalam kontrak dapat memahami secara jelas
konsekuensi dari perjanjian yang dibuat, sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil,
akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, prinsip keadilan merupakan nilai utama yang menjadi dasar dalam seluruh sistem
ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan tidak hanya berkaitan dengan
pembagian keuntungan atau risiko dalam transaksi, tetapi juga mencakup keseimbangan hak dan
kewajiban antara para pihak yang terlibat dalam kontrak ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan, dizalimi, atau dieksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktik ekonomi syariah,
keadilan diwujudkan melalui mekanisme transaksi yang transparan, pembagian keuntungan dan
risiko yang proporsional, serta penghindaran praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah
seperti riba, gharar, dan penipuan (Rasyid, 2021; Andiman & Widardjono, 2021).

Penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah memiliki
implikasi yang luas terhadap praktik bisnis modern. Dalam sistem ekonomi global yang semakin
kompleks, berbagai bentuk kontrak bisnis sering kali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan
yang berbeda. Tanpa adanya prinsip transparansi dan keadilan, kontrak ekonomi berpotensi
menimbulkan konflik, ketidakpercayaan, serta ketimpangan dalam hubungan ekonomi. Oleh
karena itu, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi
penting dalam menciptakan sistem kontrak yang lebih etis dan berkeadilan.

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti pentingnya prinsip transparansi dan keadilan
dalam praktik ekonomi syariah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam
menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam aktivitas ekonomi, sehingga seluruh transaksi
dan kontrak ekonomi harus dirancang untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak
yang terlibat (Cholisoh & Hadziq, 2021; Suryani et al., 2021). Sistem ekonomi yang tidak
didasarkan pada prinsip keadilan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang
merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kontrak ekonomi dalam sistem syariah perlu
disusun secara transparan, adil, dan akuntabel agar mampu melindungi kepentingan semua pihak
serta mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

Penelitian lain menunjukkan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam akad
keuangan syariah, khususnya dalam kontrak pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan
musyarakah. Berbagai studi menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam akad harus
memiliki pemahaman yang jelas mengenai struktur transaksi, mekanisme pembagian keuntungan,
serta risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak (Sukardi, 2013; Rama & Novela,
2015). Transparansi juga berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara lembaga keuangan
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dan nasabah sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.
Oleh karena itu, kejelasan informasi mengenai margin pembiayaan, biaya, serta hak dan kewajiban
para pihak menjadi aspek penting dalam menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan
kepercayaan dalam praktik keuangan syariah. Sebaliknya, kurangnya transparansi dalam kontrak
dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian lain juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak
ekonomi syariah. Kamali menjelaskan bahwa keadilan dalam akad tidak hanya berkaitan dengan
aspek hukum formal, seperti terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga mencakup dimensi
moral dan etika dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, keadilan dalam ekonomi syariah
menuntut adanya keseimbangan manfaat, transparansi informasi, serta penghindaran praktik yang
bertentangan dengan nilai-nilai syariah seperti riba, gharar, dan penipuan (Hanifuddin & Fauzi,
2021; Naim & Kasri, 2025). Dengan demikian, prinsip keadilan dalam akad tidak hanya berfungsi
sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pedoman etis yang memastikan bahwa setiap transaksi
ekonomi memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan keadilan
dalam kontrak ekonomi syariah dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dalam hubungan bisnis.
Transparansi melalui keterbukaan informasi mengenai struktur transaksi, pembagian keuntungan,
serta hak dan kewajiban para pihak memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih akuntabel
dan mengurangi asimetri informasi antara pelaku ekonomi (Fagihuddin, 2019; Saramawati &
Lubis, 2019). Sementara itu, prinsip keadilan memastikan bahwa pembagian keuntungan, risiko,
dan tanggung jawab dilakukan secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam
transaksi. Dalam sistem keuangan syariah yang berbasis kemitraan dan mekanisme bagi hasil,
kepercayaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan transaksi ekonomi. Oleh karena itu,
penerapan transparansi dan keadilan dalam kontrak tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap
prinsip syariah, tetapi juga membantu membangun hubungan bisnis yang lebih stabil,
berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah,
kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara transparansi dan keadilan dalam kontrak
ekonomi syariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek hukum
akad atau pada implementasi kontrak dalam lembaga keuangan syariah. Padahal, pemahaman
yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara transparansi dan keadilan dalam kontrak
ekonomi syariah sangat penting untuk memperkuat praktik ekonomi syariah di era modern.

Urgensi kajian mengenai prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah
juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah secara global.
Pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga pembiayaan syariah,
serta pasar modal syariah, menuntut adanya sistem kontrak yang tidak hanya memenuhi aspek
legalitas syariah tetapi juga mampu menjamin keadilan dan keterbukaan bagi seluruh pihak yang
terlibat.

Selain itu, kompleksitas transaksi ekonomi modern juga menghadirkan berbagai tantangan
baru dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Berbagai bentuk kontrak keuangan yang inovatif
sering kali memerlukan interpretasi baru terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Dalam
konteks ini, kajian akademik yang mendalam mengenai prinsip transparansi dan keadilan dalam
kontrak ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan praktik
ekonomi syariah tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research, yaitu dengan mengkaji berbagai
literatur ilmiah yang berkaitan dengan prinsip transparansi, keadilan, serta kontrak dalam ekonomi
syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai konsep teoritis,
pandangan para ahli, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.
Melalui analisis literatur yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan

Homepage: https://ejournal.darulfaizin.or.id/index.php/manobiz


https://ejournal.darulfaizin.or.id/index.php/manobiz

Pratikno & Faqih MANOBIZ : Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Bisnis Digital
Vol. 1, No. 1, 2026, pp. 27-37
30

menjelaskan secara konseptual bagaimana prinsip transparansi dan keadilan diterapkan dalam
kontrak ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian
ekonomi syariah, khususnya dalam bidang kontrak dan hukum ekonomi Islam. Selain itu, hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para
praktisi ekonomi syariah mengenai pentingnya penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam
setiap kontrak ekonomi. Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat
memperkuat integritas dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan
ekonomi global yang semakin kompleks.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang
berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan
prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena
tujuan penelitian adalah untuk memahami, menginterpretasikan, serta mengkonstruksi kerangka
konseptual mengenai prinsip-prinsip normatif yang mendasari praktik kontrak dalam ekonomi
syariah. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam berbagai
pandangan teoretis, konsep hukum, serta pemikiran para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur
akademik, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian,
serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam dan praktik kontrak
syariah. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya klasik dalam figh muamalah maupun
kajian kontemporer mengenai ekonomi syariah. Penggunaan berbagai sumber tersebut
dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep transparansi
dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah dari berbagai perspektif keilmuan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada
berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, portal jurnal ilmiah, serta perpustakaan
digital yang menyediakan publikasi terkait ekonomi dan hukum Islam. Literatur yang ditemukan
kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, kualitas akademik, serta kontribusinya terhadap
pembahasan mengenai prinsip-prinsip kontrak dalam ekonomi syariah.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis
kualitatif dengan metode interpretatif dan konseptual. Peneliti melakukan pembacaan kritis
terhadap literatur yang dipilih untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, argumentasi teoritis,
serta hubungan antara prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah. Proses
analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, serta sintesis konsep untuk
menghasilkan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai kerangka prinsip yang mendasari
kontrak dalam ekonomi syariah.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menyusun pemahaman konseptual
yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip transparansi dan keadilan diterapkan dalam
kontrak ekonomi syariah serta bagaimana kedua prinsip tersebut berkontribusi dalam menciptakan
praktik transaksi ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan.

Hasil
1. Konsep Transparansi dalam Kontrak Ekonomi Syariah

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi syariah yang
bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara terbuka, jujur, dan bebas dari unsur
ketidakjelasan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, transparansi berkaitan erat dengan
larangan praktik gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang berpotensi
merugikan salah satu pihak (Jamaludin & Syafrizal, 2020; Munthe, 2015). Oleh karena itu, dalam
kontrak ekonomi syariah seluruh informasi yang berkaitan dengan objek transaksi, harga, hak dan
kewajiban para pihak, serta mekanisme pelaksanaan akad harus disampaikan secara jelas dan dapat
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dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kejelasan informasi tersebut berfungsi untuk mencegah
terjadinya praktik penipuan, manipulasi, maupun ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Konsep transparansi dalam kontrak ekonomi syariah berakar pada prinsip kejujuran (sidq)
dan amanah yang menjadi nilai utama dalam etika bisnis Islam. Dalam ajaran Islam, setiap bentuk
transaksi ekonomi harus didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan agar tercipta hubungan
ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan
penyampaian informasi secara lengkap, tetapi juga mencakup kejelasan dalam struktur kontrak,
metode pembayaran, serta pembagian risiko dalam suatu transaksi.

Dalam praktik kontrak ekonomi syariah, transparansi diwujudkan melalui kejelasan dalam
unsur-unsur akad. Unsur tersebut meliputi pihak yang berakad, objek transaksi, tujuan akad, serta
pernyataan kesepakatan antara para pihak. Kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut sangat
penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak mengandung unsur ketidakpastian
yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya transparansi, para pihak
dapat memahami secara penuh konsekuensi hukum dari kontrak yang mereka sepakati.

Selain itu, transparansi juga berfungsi untuk membangun kepercayaan dalam hubungan
ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah, kepercayaan merupakan faktor penting yang mendukung
keberlangsungan transaksi bisnis. Hubungan ekonomi yang didasarkan pada transparansi
memungkinkan para pihak untuk menjalin kerja sama yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini
sangat penting terutama dalam kontrak berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah
yang mengandalkan kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Dalam konteks ekonomi modern, penerapan prinsip transparansi juga berkaitan dengan
praktik tata kelola yang baik (good governance) dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan
syariah dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai produk
keuangan yang ditawarkan, termasuk risiko, mekanisme pembiayaan, serta potensi keuntungan
yang dapat diperoleh. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik yang
dapat merugikan nasabah serta menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Transparansi dalam kontrak ekonomi syariah juga berperan penting dalam mencegah
terjadinya konflik atau sengketa antara para pihak. Banyak sengketa dalam transaksi bisnis terjadi
karena adanya ketidakjelasan dalam kontrak atau kurangnya pemahaman mengenai hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya transparansi dalam penyusunan kontrak, potensi
konflik dapat diminimalkan karena seluruh ketentuan telah disepakati secara jelas sejak awal.

Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan
transaksi ekonomi. Dalam kontrak berbasis bagi hasil, misalnya, pengelola usaha memiliki
kewajiban untuk melaporkan secara terbuka hasil usaha yang diperoleh kepada pemilik modal.
Laporan yang transparan memungkinkan pemilik modal untuk mengetahui secara jelas kinerja
usaha serta memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil.

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa
transparansi merupakan prinsip yang sangat penting dalam kontrak ekonomi syariah. Transparansi
tidak hanya berfungsi untuk memastikan kejelasan dalam transaksi, tetapi juga berperan dalam
membangun kepercayaan, mencegah konflik, serta menjaga integritas sistem ekonomi syariah
secara keseluruhan.

2. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah

Selain transparansi, prinsip keadilan merupakan nilai utama yang mendasari seluruh sistem
ekonomi syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai
pembagian keuntungan yang seimbang, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak
setiap pihak yang terlibat dalam transaksi serta pencegahan praktik yang dapat merugikan salah
satu pihak. Dalam kontrak ekonomi syariah, prinsip ini diwujudkan melalui keseimbangan hak dan
kewajiban antara para pihak sehingga tidak terjadi eksploitasi maupun dominasi dalam hubungan
ekonomi (Munthe, 2015; Satrio et al., 2020).
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Dalam perspektif hukum Islam, keadilan merupakan prinsip universal yang harus diterapkan
dalam seluruh aktivitas sosial dan ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi
ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak boleh mengandung unsur penindasan atau
ketidaksetaraan. Oleh karena itu, kontrak ekonomi syariah dirancang sedemikian rupa agar mampu
menciptakan hubungan ekonomi yang seimbang antara para pihak.

Salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan dalam kontrak ekonomi syariah adalah
melalui mekanisme pembagian risiko yang proporsional. Dalam kontrak berbasis bagi hasil seperti
mudharabah dan musyarakah, keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara para pihak sesuai
dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Mekanisme ini berbeda dengan sistem ekonomi
konvensional yang sering kali memindahkan seluruh risiko kepada salah satu pihak.

Prinsip keadilan juga tercermin dalam larangan praktik riba dalam ekonomi syariah. Riba
dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memberikan keuntungan yang pasti kepada pemberi
pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak yang meminjam. Dengan melarang
riba, sistem ekonomi syariah berupaya menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil dan
seimbang.

Selain itu, keadilan dalam kontrak ekonomi syariah juga berkaitan dengan perlindungan
terhadap pihak yang memiliki posisi ekonomi yang lebih lemah. Dalam praktik bisnis, sering kali
terdapat ketimpangan kekuatan antara pihak yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar dan
pihak yang memiliki sumber daya terbatas. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah bertujuan
untuk memastikan bahwa kontrak tidak dimanfaatkan untuk mengeksploitasi pihak yang lebih
lemah.

Keadilan juga mencakup kejelasan dalam penetapan harga dan keuntungan dalam transaksi.
Harga yang ditetapkan dalam kontrak harus mencerminkan nilai yang wajar dan tidak boleh
mengandung unsur penipuan atau manipulasi. Dalam akad murabahah, misalnya, penjual
memiliki kewajiban untuk mengungkapkan secara jujur harga perolehan barang serta margin
keuntungan yang diambil.

Selain aspek ekonomi, keadilan dalam kontrak ekonomi syariah juga memiliki dimensi moral
dan sosial. Kontrak yang adil tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat secara
langsung, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Oleh
karena itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya etika dalam setiap aktivitas bisnis.

Berdasarkan kajian literatur dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan
merupakan fondasi utama dalam kontrak ekonomi syariah. Keadilan memastikan bahwa setiap
transaksi dilakukan secara seimbang, melindungi hak para pihak, serta mencegah terjadinya praktik
ekonomi yang merugikan masyarakat.

3. Integrasi Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Praktik Kontrak Ekonomi Syariah

Transparansi dan keadilan merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam sistem
kontrak ekonomi syariah. Kedua prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan karena transparansi
menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Keterbukaan
informasi mengenai struktur transaksi, harga, margin keuntungan, serta hak dan kewajiban para
pihak memungkinkan setiap pihak memahami secara jelas isi dan konsekuensi dari kontrak yang
disepakati (Effendi, 2022; Sukardi, 2013). Dengan adanya transparansi, potensi terjadinya asimetri
informasi dan eksploitasi dapat diminimalkan sehingga transaksi berlangsung secara adil dan
seimbang. Oleh karena itu, dalam praktik ekonomi syariah, kontrak yang transparan tidak hanya
meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi dasar bagi
terciptanya hubungan ekonomi yang adil, saling percaya, dan berkelanjutan bagi para pihak yang
terlibat.

Dalam praktik kontrak ekonomi syariah, integrasi antara transparansi dan keadilan dapat
dilihat dalam berbagai jenis akad yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, dalam akad
mudharabah, pengelola usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan secara terbuka
perkembangan wusaha kepada pemilik modal. Transparansi dalam pelaporan tersebut
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memungkinkan pemilik modal untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara
adil. Demikian pula dalam akad murabahah, penjual harus menjelaskan secara jelas harga
perolehan barang dan margin keuntungan yang diambil. Keterbukaan informasi tersebut
memungkinkan pembeli untuk menilai apakah transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip
keadilan.

Integrasi antara transparansi dan keadilan juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian
sengketa dalam ekonomi syariah. Ketika terjadi perselisihan antara para pihak, penyelesaian
sengketa dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan seluruh informasi
yang relevan secara transparan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan
yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, penerapan kedua prinsip tersebut juga penting dalam menjaga keberlanjutan
sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang didasarkan pada transparansi dan keadilan
cenderung lebih stabil karena mampu membangun tingkat kepercayaan yang tinggi di antara para
pelaku ekonomi. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mengembangkan
hubungan bisnis jangka panjang.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks, penerapan prinsip transparansi dan
keadilan dalam kontrak ekonomi syariah juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan
sistem ekonomi yang lebih etis. Banyak permasalahan dalam sistem ekonomi modern, seperti krisis
keuangan dan ketimpangan ekonomi, sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi serta
praktik bisnis yang tidak adil. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah
dapat memberikan alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan
mengintegrasikan transparansi dan keadilan dalam setiap kontrak ekonomi, sistem ekonomi
syariah berupaya menciptakan hubungan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara
finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa
integrasi antara prinsip transparansi dan keadilan merupakan elemen penting dalam praktik
kontrak ekonomi syariah. Kedua prinsip tersebut berperan dalam menciptakan sistem transaksi
yang lebih etis, meningkatkan kepercayaan dalam hubungan ekonomi, serta mendukung
keberlanjutan sistem ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan keadilan
merupakan elemen fundamental dalam kontrak ekonomi syariah. Kedua prinsip tersebut tidak
hanya menjadi landasan normatif dalam sistem ekonomi Islam, tetapi juga berfungsi sebagai
mekanisme untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi berlangsung secara etis, adil, dan
saling menguntungkan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa transparansi, keadilan, serta
integrasi antara keduanya menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem kontrak ekonomi yang
berkelanjutan dan mampu menjaga kepercayaan antar pelaku ekonomi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam kontrak ekonomi syariah
berperan penting dalam menciptakan kejelasan informasi dan mencegah ketidakpastian dalam
transaksi. Keterbukaan mengenai hak dan kewajiban para pihak, objek transaksi, serta mekanisme
pelaksanaan akad menjadi syarat penting untuk menghindari praktik gharar atau ketidakjelasan
dalam transaksi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip
utama dalam akad keuangan syariah. Berbagai studi menjelaskan bahwa setiap kontrak syariah
harus memuat informasi yang jelas mengenai struktur transaksi, mekanisme pembagian
keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul agar para pihak dapat memahami secara penuh
konsekuensi dari akad yang dilakukan (Hakim & Sulhani, 2020). Transparansi juga berfungsi untuk
mengurangi asimetri informasi antara lembaga keuangan dan nasabah serta meningkatkan
akuntabilitas dalam pelaksanaan kontrak berbasis bagi hasil seperti mudharabah (Mukhlisin, 2020).
Selain itu, keterbukaan informasi dalam laporan keuangan dan pengungkapan risiko menjadi
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bagian penting dari tata kelola keuangan syariah yang baik, termasuk melalui peran Dewan
Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian lain yang menyatakan bahwa
transparansi dalam kontrak ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membangun
kepercayaan dalam hubungan bisnis. Keterbukaan informasi mengenai pelaporan keuangan,
pengelolaan usaha, serta mekanisme pembagian keuntungan memungkinkan para pihak
memahami secara jelas kondisi dan kinerja usaha yang dijalankan bersama (Utama et al., 2023).
Tingkat kepercayaan yang tinggi menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan sistem
ekonomi syariah, terutama dalam kontrak berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah
yang sangat bergantung pada prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan pembagian keuntungan yang
disepakati sejak awal (Yuliani, 2017).

Dalam aspek keadilan, penelitian ini menemukan bahwa prinsip keadilan menjadi fondasi
utama dalam kontrak ekonomi syariah. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian
keuntungan yang proporsional, tetapi juga mencakup keseimbangan hak dan kewajiban antara para
pihak yang terlibat dalam transaksi. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang
menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip
keadilan tidak hanya berfungsi sebagai dasar etika dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai
mekanisme untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat.
Sistem ekonomi yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan cenderung menghasilkan
ketimpangan ekonomi dan sosial yang dapat merugikan masyarakat secara luas (Riyadi & Hilyatin,
2021; Yasin, 2015).

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip transparansi dan
keadilan merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem kontrak ekonomi syariah yang
efektif. Transparansi memungkinkan para pihak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai
transaksi yang dilakukan, sementara keadilan memastikan bahwa kontrak tersebut tidak merugikan
salah satu pihak. Hubungan antara kedua prinsip ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi
prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan dalam kontrak ekonomi. Temuan ini sejalan dengan
penelitian yang menyatakan bahwa sistem kontrak dalam ekonomi syariah dibangun atas dasar
keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.
Transparansi dalam penyampaian informasi mengenai struktur transaksi, penetapan margin
keuntungan, serta hak dan kewajiban para pihak memungkinkan terciptanya pemahaman yang
jelas terhadap kesepakatan yang dibuat (Marzuki & Marzuki, 2024; Kholil, 2016). Keterbukaan
informasi tersebut juga menjadi bagian penting dari prinsip tata kelola yang baik dalam lembaga
keuangan syariah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh
pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan
keadilan dalam kontrak ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi penting dalam
meningkatkan stabilitas sistem ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa
sistem keuangan syariah memiliki potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil
karena didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, serta pembagian risiko yang seimbang.
Berbagai studi menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko dalam instrumen
keuangan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, dapat mengurangi praktik spekulatif serta
mendorong hubungan ekonomi yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha
(Muwazir et al., 2019; Musta’in & Fakhrunnas, 2021).

Dalam konteks praktik ekonomi modern, penerapan kedua prinsip tersebut juga menjadi
semakin relevan. Kompleksitas transaksi bisnis global sering kali menimbulkan berbagai
permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya transparansi serta praktik bisnis yang tidak adil.
Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi
penting dalam membangun sistem kontrak yang lebih etis dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan prinsip transparansi dan keadilan
tidak hanya berdampak pada hubungan ekonomi antara para pihak yang terlibat dalam kontrak,
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tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Kontrak yang transparan dan adil dapat mengurangi potensi konflik, meningkatkan
kepercayaan dalam sistem ekonomi, serta menciptakan hubungan bisnis yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan berbagai penelitian
terdahulu yang menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi syariah.
Keselarasan antara temuan penelitian ini dengan kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kedua
prinsip tersebut merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam sistem kontrak ekonomi syariah.
Dengan demikian, penerapan transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah tidak
hanya berfungsi sebagai prinsip normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai strategi penting
dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis, stabil, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan keadilan merupakan dua elemen
fundamental dalam kontrak ekonomi syariah yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik transaksi
ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Transparansi berfungsi untuk memastikan adanya
keterbukaan informasi dalam setiap akad, sehingga para pihak yang terlibat dalam kontrak
memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan transaksi.
Keterbukaan tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik gharar, penipuan, maupun
manipulasi informasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi.

Di sisi lain, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam menciptakan keseimbangan
hubungan ekonomi antara para pihak yang terlibat dalam kontrak. Keadilan dalam ekonomi
syariah tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan yang proporsional, tetapi juga
mencakup perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta pencegahan terhadap praktik eksploitasi
dalam transaksi ekonomi. Melalui penerapan prinsip keadilan, kontrak ekonomi syariah dirancang
untuk menciptakan hubungan ekonomi yang seimbang dan saling menguntungkan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara transparansi dan keadilan
merupakan faktor penting dalam membangun sistem kontrak ekonomi syariah yang efektif dan
berkelanjutan. Transparansi memberikan dasar bagi terciptanya keadilan karena keterbukaan
informasi memungkinkan para pihak untuk menilai secara objektif apakah suatu transaksi telah
memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut saling melengkapi
dalam menciptakan praktik ekonomi yang etis dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi
syariah tidak hanya memiliki implikasi terhadap hubungan ekonomi antara para pihak yang terlibat
dalam transaksi, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya sistem ekonomi yang lebih stabil
dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan implementasi kedua prinsip tersebut menjadi sangat
penting dalam pengembangan praktik ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi global yang
semakin kompleks.
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